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ARBSTRAK

[ndonesia adalah negara hukum oleh karena i dalon menegakkan
hukum, aparat penegak bukum tidak boleh melangoar hukum, Bersumber pada
asas praduga tak bersalah maka jelas dun sewajamya bahwa wersangkadterdakwa
dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, di dalam Pasal 50
sampai Pasal 68 Bab V1 KUHAP secara teringi diswr hak tersangka dan
terdakwa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penshanan wrhadap
tersangka di Poltahes Padang, mengetshui bentuk-bentuk perlindungan hak
tersangka dalam proses penzhanen di Poltabes Padeng, mengetabui kendals—
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perfindungan hak tersangka pada proses
penahanan di Poltabes Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalsh
metode yuridis sosiolagis vaitu pendekatan terhadap masalah dengan melilat
norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan VANE
berlaku serla kenyataan dan praktek vang dilakukan di lapangan, Dari hasil
penclitian vang dilakuae di Poltabes Padang dapat disimpulkan proses penahanan
di Poltabes Padang sccara garis besar telah sesuai dengan KUHAP dan
memperhatikan  hak—hak tersangka tersebul. Wujud dari perlindungan hak asasi
vang nyats diberikan oleh penyidik vaitn dengan memberitahukan kepada
tersangka berhak  didampingi oleh  penasehat hukum. Selain e penvidik
menghindari tefjadinya penyiksaan dan penganiavaan terhadap tersangka sewakiu
di tahan. Mengenai kendala—kendala vanp dihadapi dalam perlindungan hak
tersangka pada pelaksanaan penahanan tersangka di Poltabes Padang. kendala-
kendala tersebut adalah @ Ketidaktahvan tersangke akan hukum (buta hukum),
ketidektahuan tersangka akan adanya bantuan hukum pratis, rasa enpean dari
tersangka ketika diperiksa, tersangka merasa tidek  perlu  didampingi penasehat
hukum, Dari hasil penelitian  tersehut  disarankan agar dalam  melakukan
penabanan.  penyidik  lebih  selektif dalam  melakukan  penabanan  karcna
pertimhangan HAM dan kepentingan penyidikan, supaya KUHAP tidak hanva
mengatur hak-hak tersangka, api juga mengatur cara bagaimana bak il dapat
direalisir, [Msarankan dalam menangani kendala-kendals veng dihadapi dalam
perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan, agar: perlu digalakkan
kembali penyuluhan-penyuluban hukum bagi masyarakat; perlu campur tangan
pemerintah untuk  mengatur  organisasi  pengacara, agar mercka  bersedia
membante orang tidak mampu {herpegang pada prinsip bantuan hukum): perbu
disosialisasikan adanya bantuan hukum bagi masvarskat awam vang tidak
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BARI
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Hingga sant ini masih saja terjadi tindakan penviksoan dun penahanan
sewehang-wenang i berbagai tempat di Indonesia, Secara umum, polisi masil
melakukan penyiksaan bagi para kriminal atau tcrsangka pelaku tindak pidano
untuk mendapatkan informasi atau memaksa untuk mengakui melakukan tindak
pidana. Berdasarkan catatan Kontras, sepanjang Tahun 2005, schanyak 239 orang
mengalami tindok  pidana penviksaan dan 117 orang mengalami tindakan
penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang.'

D Pose dan Palu (Sulawesi Tengah), polisi melakukan penviksaan dan
penangkapan sewenang-wenang kepada orang-crang yang dituduh melakukan
peledakan bom, penembakan misterius maupun mutilasi, Sedah bissa tedadi,
penanghapan  sewenang-wemang  dan penyiksaan  vang  dilakukan  ontuk
mendapatkan infarmasi, Schagai contoh, seiclah terjadinya peledakan bom di
Pasar Tentens, 28 Mei 2003 vang menimbulkan korban meninggal 22 jiwa, polisi
serta Detasemen 88 (unit khusus dalam Polri untuk pemberantasan terorisme di
[ndonesia) di Poso melakukan penangkapan sewenang-wenang kepada 4 orang
wargs Pandajeya, salah satunva adalah aktivis Lembaga Pengembangan Studi dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPSHAM). Mereka vang ditangkap adalah
petani dan pedagang  biass yang tidak mengerti apa-apa. Dalam  proses

pemeriksaan mercka dipaksa untuk mengaku sebagai teroris serta mengalami

' engejar Pengakuan, woww,poskote, coid, 04 Maret 17



penyiksaan, dengan dipukul. digantung dengan kepala dibawab dan diinterogasi
lanpa diberi makanan hingga dikubur di dalam tanah untuk mengakoi hal vang
tiddak dilakukannya

Sementara di Sumatera Utara, pada tanggal 27/04/2005 tegudi di Desa
karang Gading. Labuhan Deli. Deli Serdang aparat kepolisian Hamparan Perak
menangkap Pandi dengan sewenang-wenang berkaitan dengan pensuasaan lahan
masyarakat aleh FT. Richard Agung. Tindskan ini dimotivasi oleh kepentingan
negara dalam melindungi kepentingan penguasaan lzhan oleh PTPN dan usaha
swasta, ketidakmampuan dalam mengadaptasikan usaha vang dibangun di suatu
daersh dengan kondisi masyarakat lokal seperti yang teradi di Porsea vang
menvehabkan masyarakat melakukan penolakan, selalu diselesaikan dengan teror.
intimidast serta penanghapan dan penshanan :a::-.-.*c:na|1g-wenang-5

Tanggal 23 sampai 26 Februari 2007 Peristiwa Penangkapan Paksa Warga
Ruanocl, Kecamatan Fatumnasi, TTS Terkait Aksi Penolakan Tambang Marmer
aleh Warpa Desa Fatumnasi dan Desa Kuanoel)l. Yosafat Toto menderita Juka
hengkak dan sobek sedalam 3 cm yang cukup parah di kepala, Pemangkapan
Yosafat dilakekan secara paksa, tenpa surat panggilan apapun, dan disertai tindak
penganiavaan fisik oleh sekelompok polisi vang datang hersama preman bavaran
PT.Teja Sekawan ke Desa Kuanoel dan Desa Fatumaasi, Jumar (23/2) lalu.”

Hasil riset LB (Lembaga Bantoan Hlukum) Jeksrta vang dilakukan di

heberapa penjara diwilavah DEIT Jakarta, mengambarkan bagaimana penyiksaan
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dun perlakuan kejam serta tidak manusiowi masih berlangsung. Kekerasan dalam
bentuk penganizyaan fisik oleh polisi pada umumnya menjodi bagisn dari upava
petugas mengungkap satu kasus kejahatan, Tindakan vang jelas-jelas melanggar
HAM itu biasanya dilakukan karena polisi tak punya cukup alat bukti, sehingss
melalui penganiayaan diharapkan diperoleh penpakuan, Pengakuan iniluh vang
dibawa olch penuntut umum ke pengadilan,”

Berbagai peristiwa di atas sunggeh mencerminkan watak represif pelisi
vang sama sckali tidak mengangpap penting prosedur hukum vang scharesnya
dijalankan, Bersumber pada asas praduga tak bersalah maoka jelas dan sewajarnya
bahwa tersangka‘terdakwa dalam proses peradilan pidana wajih mendapatkan
hak—haknya, Tersangka sebagaimana juga manusia lainnya juga hams diangeap
dan diberlskukan sebagai manusia. Qleh karena ity hak-hak asasi mereka harus
ciakui den dihormati oleh aparal penegak hukum, Karens Negara Indonesia
adalah negara hukum., menggakkan hukum tidak boleh dengan cars-cara yang
melanggar hukum, Dalam hal ini Polisi schagai garda terdepan dalam sistem
peradilan pidana dan aparat penegak hukum jalanan karena langsung berhubungan
dengan masvarakat Khususnya pelako kejahatan haruslah selaly berpedoman pada
peraturan vang berlaku.

Megara hukum atau rele of low dalam arti konsepsi dewasa ini
mempunyal sendi-sendi yang  bersifat universal, seperti © penpakuan  dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah

dalam arti tindakan aparatur nzgara vang dapat dipertanggungjawabkan secara
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hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsepsi negara hukum atau rwle
af dew heserla sendi-sendinya seperti vang disebulksn  diates. membawa
komsekwensi adanya Keharosan untuk mencerminkan sendi—sendi tersebut dalam
herbagai hukum, khususnya hukom pidana dan hukum acara pidana,”

Pencerminan sendi—sendi terscbut dalam bidang hukum acara pidana
menimbulkan asas-asas yang merupakan doser bagi hukum acara pidana vang
bersangkutan. lerlepas dari sistem hukum yang dianut yaite apakah sistem el
fenw seperti yang dianut oleh Megara - Negara Eropa - Kentinental atau sistem
cowmnun faw seperti yang dianut oleh Negara—MNepara Anglo Saxon maupun
sistemn hukum lainnya yang digunakan oleh nepara terentu, Aszs-asas tersehut
pada dasarnya bersifal universal dan selalu dikaitkan dengan sendi vang utams
vaitu jaminan doan perlindungan terhadap bak—hak aspsi, *

Terdapal suatu kontradiksi dalam hukum pidana karema demi untuk
melindungs orang yang menjadi Korban delik dan juga untuk melindungi
masyarakat luas, hukum pidana jusiru merampas hak asasi manusia vang paling
utama. Hak asasi vang paling tinggi ialah hak untuk hidup, sedangkan hukum
pidana mengenal pidana mati yang mencabut hak untuk hidup itu. Hak asasi yang
tidak kurang pentingnya ialzh hak kebebssan bergerak. namun hukum pidana
menerapkan pidana pemjara vang masih paling menonjol dewasa ini. Bahkan
sehelum tersangka dinyatakan bersalab oleh hakim, hukum scara pidans mengenal
upaya paksa berupa penahanan vang merampas hak bergerak seseornng,
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BAR IV

PENUTLP

A. Kesimpulan

[}

Proses penahanan terhadap rersangka vang dilakukon i Poltabes Padang
secara paris besar telah sesuai dengan KUHAP. Penahanan merupakon salah
satu upaya paksa veng dimiliki oleh penyidik. Dilakukannva penshanan
terhadap tersangka vang diduga Keras mlakukan tindsk pidana berdasarkan
bukti vang cukup dengan alasan karena kekbawatiran tersangka melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana
(Pasal 21 avat (1) KUHAP), Pelaksanan penahanzan merupakan pelangparan
terhadap  hakekat pembentukan KUHAF vaitn menghormati harkar dan
muartabat serta hak-hak asasi manusia, oleh sebab ity di dalam pelaksanaan
penahanan dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memenuhi syarat-svarat
vang telah ditentukan olch KUHAP,

Mengenat bentwuk—bentuk perlindungan hak tersangka dalum pelaksanaan
penahanan  pada proses penyidikan di  Poltabes Padang.  Wujud  dari
perlindungan hak asasi vang nyata diberikan oleh penvidik vaitu dengan
memberitahukan  kepada  tersangka  apakah  tersangka didampingi oleh
penasehat hukum. Penasehat hukum berperan dalam tepaknya perlindungan
hak asasi manusia pada saat penyidikan dengan adanya penasehat hukum yvang
mendampingi tersangka dimungkinkan hak—hak asasi tersangka yang lain
dapat terpenuhi, Selain it penyidik menghindari terjadinys penyiksaan dan

penganiayaan lerhadap tersanpka sewakiu di tahan, Dengan kesadaran dari
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penyidik sendiri akan adanya lembaga pra peradilan sehagai alst konirol
terhadap tindakan sewenang—wenang dari penvidilk |

Mengenal kendala—kendala yang dihadapi dalam perlindungen hak tersanska
pada pelaksanuan penahanan pada proses penyidikan terbadap Tersangka di
Poltabes Padang. Kendala-kendala tersebur adalah ¢ ketidaktahoon lersangka
akan hukum (huta hukum), ketidaktshusn tersangka akan adanya bantuan
hukum gratis, rasa enggan dari lersangka ketika diperiksa, tersanpka merasa

tidak perlu didampingi penasehat hukum,

B.Saran

L

I
"

Disarankam dalam melakukan penabanan, penvidik lebih selektif dalam
melakukon  penahanan karena  pertimbangan HAM  dan kepentingan
penyvidikan.

Disarankan supayr KUHAP tidak hanya mengatur hak-hak tersangka, tapi

Juga mengatur cara bagaimana hok ito dapar direalisic dalam hal perlindungan

hak-hak tersangka pada saat di han oleh penyidik.

Disarankon  dalam menagani - kendala—kendala  yung  dihadapi  dalam
perlindungan hak  tersangka pada pelaksanaan penshanan pada proses
penyidikan, agar: perlu dipalakkan kembali penyuluhan-penyuluban hukum
hayi masyarakat: perlu campur ngan pemerintab untuk mengatur oreanisasi
penpacard, agar mereka bersedia membantu orang tidsk mampu (berpesang
pada prinsip bantuan bukump: perlu disosialisasikan adanya bantuan hukum

bagi masvarakst awam yang tidak mampu,
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